
NOMOR : SP DIPA- 019.10.2.579344/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:0695-0878-6231-0069

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

A. Dasar Hukum:
Revisi ke 01

Tanggal : 21 Februari 2025

1. Kementerian Negara/Lembaga

2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

: (019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(10): Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

(05): JAWA TIMUR

: (579344) BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA

Terlampir
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar 9.516.628.000  (  SEMBILAN MILIAR LIMA RATUS ENAM BELAS JUTA ENAM RATUS DUA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH  )Rp.

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

:

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

Rp. Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0

C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

Rp.

Rp.

9.516.628.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung

0

02. PNBP

5. Hibah Langsung

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

1. Rupiah Murni

0

Rp.

PNBP TA Berjalan

0

06. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.0

Rp.

0

0

0

0

Rp.

- Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

Rp.1. KPPN   SURABAYA II 9.516.628.000(135)
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1.  DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2.  DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3.  DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4.  Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5.  Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6.  Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7.  DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

SUAHASIL NAZARA

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN

PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 197011231999031006

ttd.



NOMOR :  DIPA- 019.10.2.579344/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

LAMPIRAN

Satker (579344)  BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA:

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:0695-0878-6231-0069

Rp. 9.516.628.000PENDIDIKAN10

Rp. 1.424.500.00010.04 PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL

Rp. 8.092.128.00010.90  PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA

1Halaman dari 1



TAHUN ANGGARAN 2025

LAMPIRAN

Satker (579344)  BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA:

DS:0695-0878-6231-0069

NOMOR :  DIPA- 019.10.2.579344/2025

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp. 1.424.500.000

DL.4957 Pelatihan Vokasi Industri Rp. 1.424.500.000

WA Program Dukungan Manajemen Rp. 8.092.128.000

WA.6043 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Rp. 8.092.128.000

1Halaman dari 1



TAHUN ANGGARAN 2025

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (579344):

Halaman : 1I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (019)

(10)

(05)

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

JAWA TIMUR

BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 019.10.2.579344/2025
DS:0695-0878-6231-0069

019.10.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 1.424.500.000Program :

Kegiatan 4957 Pelatihan Vokasi Industri 1.424.500.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

4957.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 1,00 150.000.0001Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 BDB.001 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi
(TUK) Bidang Industri

1.00 Lembaga 150.000.000

:

:

Lembaga, Unit Kerja, Tim

4957.FAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan 1,00 180.000.0002Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 FAI.001 Dokumen Pendidikan Non Formal Industri Berbasis Kompetensi 1.00 Lembaga 180.000.000

:

:

Lembaga, KL, Pemda, Unit Kerja

4957.QDJ Fasilitasi dan Pembinaan Start Up 2,00 100.000.0003Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 QDJ.001 Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri 2.00 Start Up 100.000.000(PN)

:

:

Start Up

4957.SCH Pelatihan Bidang Industri 153,00 994.500.0004Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 SCH.001 Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 in 1
(Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi)

153.00 Orang 994.500.000(PN)

:

:

Orang, Kegiatan

019.10.WA Program Dukungan Manajemen 8.092.128.000Program :

Kegiatan 6043 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri 8.092.128.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

6043.CCL OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 28,00 19.200.0001Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 CCL.001 Layanan Pemeliharaan Jaringan Komputer dan TIK 28.00 Unit 19.200.000

:

:

Unit



TAHUN ANGGARAN 2025

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (579344):

Halaman : 2I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (019)

(10)

(05)

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

JAWA TIMUR

BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 019.10.2.579344/2025
DS:0695-0878-6231-0069

6043.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 1,00 7.567.128.0002Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBA.994 Layanan Perkantoran 1.00 Layanan 7.567.128.000

:

:

Layanan, Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit

6043.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 1,00 505.800.0003Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBD.004 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Balai Diklat
Industri

1.00 Layanan 505.800.000

:

:

Dokumen, Layanan, Laporan,
Rekomendasi

MASROKHAN
NIP. 196606231995031001

Jakarta, 02 Desember 2024

INDUSTRI
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2025

I B. SUMBER  DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Kode/Nama Satker (579344):

Halaman : 1I B.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (019)

(10)

(05)

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

JAWA TIMUR

BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 019.10.2.579344/2025
DS:0695-0878-6231-0069

1. Anggaran Tahun 2025

1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung

2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

9.516.628.000

9.516.628.000

0

0

0

0

0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung

b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri

d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

(1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing

(2) RPLN

(2) RHLN

US$

US$

US$

US$

IDR

IDR

IDR

IDR

0

0

0

0

0

0

0

0

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

0

0

0

0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN  DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per Tahun
No. Register

1. Pinjaman Luar Negeri
2. Hibah Luar Negeri
3. Pinjaman Dalam Negeri
4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H
2) Ekuivalen USD
3) Ekuivalen Rupiah

CARA PENARIKAN

1) PP
2) PL
3) RK
4) LC
5) -

Kode Kode Kode Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.CostUraian Dana Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



NOMOR :  DIPA- 019.10.2.579344/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (579344): Halaman : 1II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (019)

(10)

(05)

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

JAWA TIMUR

BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA

Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0695-0878-6231-0069

579344 BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA 4.867.128 4.649.500 - - - 9.516.628

019.10.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi - 1.424.500 - - - 1.424.500

4957 Pelatihan Vokasi Industri - 1.424.500 - - - 1.424.500

4957.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga - 150.000 - - - 150.000 05 51.

(05.51  JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)

-- 150.000- 135150.000 -RM01 @

4957.FAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan - 180.000 - - - 180.000 05 51.

(05.51  JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)

-- 180.000- 135180.000 -RM01 @

4957.QDJ Fasilitasi dan Pembinaan Start Up - 100.000 - - - 100.000 05 51.

(05.51  JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)

-- 100.000- 135100.000 -RM01 @

4957.SCH Pelatihan Bidang Industri - 994.500 - - - 994.500 05 51.

(05.51  JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)



NOMOR :  DIPA- 019.10.2.579344/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (579344): Halaman : 2II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (019)

(10)

(05)

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

JAWA TIMUR

BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA

Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0695-0878-6231-0069

-- 994.500- 135994.500 -RM01 @

019.10.WA Program Dukungan Manajemen 4.867.128 3.225.000 - - - 8.092.128

6043 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Sumber Daya
Manusia Industri

4.867.128 3.225.000 - - - 8.092.128

6043.CCL OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi - 19.200 - - - 19.200 05 51.

(05.51  JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)

-- 19.200- 13519.200 -RM01

6043.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 4.867.128 2.700.000 - - - 7.567.128 05 51.

(05.51  JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)

-- 7.567.1284.867.128 1352.700.000 -RM01 @

6043.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal - 505.800 - - - 505.800 05 51.

(05.51  JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)

-- 505.800- 135505.800 -RM01 @

JUMLAH 4.867.128 4.649.500 - - - 9.516.628

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

MASROKHAN

INDUSTRI

ttd.

NIP. 196606231995031001

Jakarta, 02 Desember 2024



TAHUN ANGGARAN 2025

KODE URAIAN SATKER
RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO
APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA

(05)

Unit Organisasi

(579344)

Kementerian Negara/Lembaga

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri(10)

Kode/Nama Satker

(019)

:

:

JAWA TIMUR

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

:

1Halaman : III.
(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0695-0878-6231-0069
NOMOR :  DIPA- 019.10.2.579344/2025

5793441. BALAI DIKLAT INDUSTRI
SURABAYA

663.3991.088.269876.602 874.051965.678 9.516.628357.437 827.137 703.399934.790542.055 689.649994.164RENCANA PENARIKAN DANA

BELANJA PEGAWAI 337.611 4.867.128360.899 701.985 360.899 360.899 360.899 579.440 360.899 360.899 360.899 360.899 360.899

BELANJA BARANG 19.826 4.649.500181.156 174.616 573.891 727.369 633.264 386.237 466.237 302.500 342.500 328.750 513.152

019.10.DL.4957 Pelatihan Vokasi Industri 0 110.000040.0000163.73883.738330.765424.870271.39100 1.424.500

52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 1.424.5000 0 271.391 424.870 330.765 83.738 163.738 0 40.000 0 110.000

019.10.WA.6043 Pengelolaan Manajemen
Kesekretariatan Bidang
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Industri

542.055 764.051689.649663.399663.399663.399881.940663.399663.399663.399876.602357.437 8.092.128

51 BELANJA PEGAWAI 337.611 4.867.128360.899 701.985 360.899 360.899 360.899 579.440 360.899 360.899 360.899 360.899 360.899

52 BELANJA BARANG DAN JASA 19.826 3.225.000181.156 174.616 302.500 302.500 302.500 302.500 302.500 302.500 302.500 328.750 403.152

MASROKHAN
NIP. 196606231995031001

Jakarta, 02 Desember 2024

INDUSTRI
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

ttd.



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[10]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

JAWA TIMUR

[579344]

[05]

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA:

[019]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2025
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 019.10.2.579344/2025
DS:0695-0878-6231-0069

Halaman : IV.A. 1

579344 BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA

1.681.035Rp.Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan

1.681.03552 Belanja Barang Rp.

019.10.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

4957 Pelatihan Vokasi Industri

521211 Belanja Bahan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 9.500

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 35.000

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 43.200

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 62.300

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

4957.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 130.000

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

4957.FAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 2.925

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

4957.QDJ Fasilitasi dan Pembinaan Start Up

521211 Belanja Bahan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 71.425

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 21.250

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522141 Belanja Sewa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 30.000

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 79.525

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 44.625

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 123.650

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

4957.SCH Pelatihan Bidang Industri



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[10]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

JAWA TIMUR

[579344]

[05]

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA:

[019]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2025
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 019.10.2.579344/2025
DS:0695-0878-6231-0069

Halaman : IV.A. 2

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 39.025

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

019.10.WA Program Dukungan Manajemen

6043 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

521111 Belanja Keperluan Perkantoran(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 5.000

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521211 Belanja Bahan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 3.000

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 48.000

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 23.150

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522141 Belanja Sewa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 12.000

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan(RM)

6043.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 421.385

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 79.000

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 11.675

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 61.600

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 50.512

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 130.288

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 17.000

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

6043.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[10]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

JAWA TIMUR

[579344]

[05]

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA:

[019]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2025
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 019.10.2.579344/2025
DS:0695-0878-6231-0069

Halaman : IV.A. 3

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 126.000

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

INDUSTRI

Jakarta, 02 Desember 2024
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

MASROKHAN
NIP. 196606231995031001

ttd.



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV B. C A T A T A N

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[10]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

JAWA TIMUR

[579344]

[05]

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA:

[019]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2025
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 019.10.2.579344/2025
DS:0695-0878-6231-0069

Halaman : IV.B. 1

INDUSTRI

Jakarta, 02 Desember 2024
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

MASROKHAN
NIP. 196606231995031001

ttd.


